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BUPATITASIKMALAYA 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 14 TAHUN 2014 

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA 

Menimbang 

Mengingat 

, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YA G MA A E SA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

a. bahwa b erda a ka Pa a1 239 Peraturan Men r i Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Peng lolaan 

Keuangan Daerah, Kepala Daerah menetapkan P r a ran 
Kepala Daerah ten tang Kebijakan Akuntansi Pem erintah 
Daerah dengan berpedoman pada Standar Akuntansi 
Pemerintah an; 

b. bahwa berdasarkan Pasal 4 Nomor (5) Peratura n Menteri 

Dalam Negeri Nomor 64 Tahu n 2013 tentang P nerapan 

Standar Aku n ta n si Pem erintahan Berbas is Akrua l Pada 

Pemerintah Daerah, Kebijakan akuntansi pemerinta daerah 
diatur lebih lanjut d engan peraturan k epala daerah; 

~ . bah a berdasarka n p ertimbangan sebagaimana imaksud 

dalam h ruf a dan b , perlu m ene apka n Per tura Bupati 

Tasikmalaya tenta n g Kebija kan Akuntansi Pemerintah 

Kabupaten Tasikmala ya. 

1. Un dang-U dang Nomor 14 T hu 19 5 0 ten tang Pem bentukan 
Daerah-Daera Ka bupaten Dalam Lin gku n gan Propinsi Jawa 

Bara t (Berita N g ~ Ta hun 1950) sebagaim ana telah diubah 

d engan Un dang-Un d ang Nomor 4 Ta hun 1968 tentang 

Pem ben tuk a n Kabu paten Purwakar a d a n a b paten Subang 

d engan Mengubah Undang-U1.d a g Nom or 14 Tahun 1950 

2. 

entang Pem entukan Daerah-Dae ah Kabupaten Dalam 
Lingk u ngan Propinsi J awa Barat (Le baran Negara Republik 
Indonesia Ta hun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran 

Negara Republik In donesia Nomor 2851); 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286) ; 

4 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang 

5. 

Perbendaharan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

Undang-Undang Nomor 
Pemeriksaan Pengelolaan 
Negara (Lembaran Negara 

15 Tahun 2004 tentang 
dan Tanggungjawab Keuangan 
Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

6 . Undang-Undang Nomor 32 Tahu 2004 tentang 
Pemerin tahan Da erah (lembaran Negara R pu b ik Indonesia 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nom or 4437) 
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir engan 
Undang-Undang Nom or 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-u ndang Nomor 32 Tahun 20 4 tentang 
Pemerintahan daerah (Lembar , Negara Repubr Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembar Negara Republik 
Indonesia N omor 4844); 

7 . Un dang-Undang Nomor 33 Tahu 2004 te g Perimbangan 
Keuangan anta ra Pemerintah 
Daerah (Lembaran N gara p 

P sat Pem erintahan 
ik ln dones'a Ta hun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

8 . Undang-Un dang Nom or 12 Ta h u n 201 1 ten tang Pem bentukan 
Pera tu ran Perun dang-un dangan (Lembaran Nega ra Republik 
Indonesia Tahun 201 1 Nom r 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nom or 5234) ; 

9 . Peraturan Pemerintah Tomor 2 3 Tah n 2 05 tentang 
Pen gelolaan Keuangan Badan Layana U u rn (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nom or 48, Tambahan 
Lem baran Negara Republik In don esia Nomor 502); 

10. Pera turan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 ten tang 
Pinjaman Daerah (Lem baran Nega a Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nom or 4574); 

11 . Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ten tang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 139, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4577); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tarnbahan Lembaran Negara 

Republik Indones ia Nomor 4 593); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tah un 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara j Daerah (Lem ba ran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 24, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4613) 

sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah om or 38 

Tahun 2008 ten tang Perubahan Atas Peratutan Pem erintah 

Nomor 6 Tahu n 20 06 tentang Pengelolaan Milik Negaraj 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2008 
Nomor 38, Tarnbaha n Lem b a ran Nega a Republik Indonesia 
Nomor 4855); 

16. Peraturan Pem erintah Nomor 8 ahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Ki erja Instan si Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesi Tah n 20 6 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Repu lik Indonesia Nomor 
4614); 

17. Peratu ran Pemerin tah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negaraj Daerah (Lembaran Nega ra Republik 

Indonesia Tahun 2 007 Nom or 8 3 Tarnbahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4 73 ); 

18 . Peratu ran Pemerintah Nom or 7 1 Ta h u n 201 0 ten tang Standar 
Akuntansi Pemerin tahan (Lem baran egara Republik 
Indon es ia Tahun 20 10 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5 165); 

19. Peraturan Menteri Dalarn Negeri N mor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapakali diubah terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 21 Tahun 
2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 
Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

20. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 
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21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan 
Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 ten tang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis 
Akrual pada Pemerintah Daerah; 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikrnalaya Nomor 11 Tahun 
2006 ten tang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 
Tasikrnalaya; 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikrnalaya Nomor 4 Tahun 
2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keu angan Daerah; 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikrnalaya Nomor 8 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya; 

27. Peratu ran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 

2008 ten tang Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikrnalaya dan 
Sekretariat DPRD Ka bupaten Tasikmalaya; 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikrnalaya Nom . r 15 Tahun 
2008 ten tang Dinas Daerah Kabupaten Ta ikmalaya, 
sebagaimana telah beberapa ka li d iu bah , tera khir dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 
2012 tentang Perubahan Kedua A as Pera turan Daerah 
Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 ten tang Dinas 
Daerah Kabupaten Tasikrnalaya ; 

29 . Peraturan Daerah Kabupaten Tasikrnalaya Nom or 16 Tahun 
2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten 

Tasikmalaya dan Kantor Pelayanan Perifn a . Terpadu 

Kabupa ten Tasikmalaya; 

30. Peraturan Daerah Kabupa ten Tasikrna laya Nomor 17 Tahun 
2008 ten tang Inspek torat Kabu paten Tasikrnalaya, 
sebagaim ana telah diubah den gan Peratu ran Daerah 
Ka bupaten Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Ka bupaten Tasikmalaya 

Nomor 17 Tahun 2008 ten ta n g Inspektorat Kabupaten 

Tasikmalaya ; 

31. Peraturan Daera h Kabupaten Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 
2008 tentang Kecamatan di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Tasikrnalaya; 

32. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 47 Tahun 2012 tentang 
Sistem dan Prosedur Akuntansi Dilengkapi dengan Sistem 
dan Prosedur Penatausahaan dan Pertanggungjawaban 
Keuangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG KEBIJAKAN 

AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya; 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai un sur 
penye1enggara Pemerintahan Da erah; 

3. Bupati adala h Bupati Tasikmalaya; 
4 . Kebijakan Akun tansi Pemerin tah Kabu pa ten Tasikmlaya sel nju tnya disebut 

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, kon ensi-konvensi, 

a turan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pem erintah 
Daerah Kabupa ten Tasikmalaya dalam penyusunan dan penyajian la poran 
keu angan; 

5. Sa tuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat 
Da erah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya; 

6. Kep ala Satuan Kerja Pera ngkat Da erah selanjutnya disingkat Kepa la SKPD 

ada lah Kepala SKPD di Lingkungan Pemerin tah Kabupaten Tasikmalaya. 

7. Peja ba t Penge101a Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah 
Kep ala Dinas Penda patan, Penge101aan Keuangan da n se Daerah Kabupaten 
Tas ikmalaya. 

BAB II 

KEBIJAKAN AKUNTANSI 

Pasal 2 

(1) Kebijak an Akuntansi Terdiri dari : 

a. Kera gka Konseptual yang mengacu pada Standar Akuntansi 
Pemerintahan; 

b. Penyajian Laporan Keuangan yan g m engatur da sar-dasar penyajian 

laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan 
keterbandingan laporan keuangan baik terh adap anggaran, antar periode, 
maupun antar entitas akuntansi; 

c. Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas yang menyajikan laporan 
realisasi anggaran yang disusun m enggunakan akuntansi berbasis kas; 

d. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang 
menyajikan informasi mengenai se1uruh kegiatan operasional keuangan 
entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan LO, beban dan 
surplus/ defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya 
disandingkan dengan periode sebelumnya; 
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e . Laporan Neraca yang mengatur dasar-dasar penyajian Neraca untuk 
Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan ankuntabilitas sesuai 
ketetntuan perundang-undangan; 

f. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah 
laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang 
terdiri dari ekuitas awal, surplus/deficit LO, koreksi dan ekuitas akhir; 

g. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat 
LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan 
penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPAjSiKPA, 

koreksi dan SAL akhir; 

h. Laporan Arus Kas yang mengatur dasar-dasar penyajian Laporan Arus 
Kas serta memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan 
setara kas Pemerintah Daerah dengan m engklasifikasikan arus kas 
berdasarkan aktifitas operasi, investasi asset non keuangan, pembiayaan, 
d a n n on anggaran selama satu per iod e akuntan s i; 

1. Catatan Atas Laporan Keuangan yang mengatur dasar-dasar penyajian 
dan pengungkapan yang diperlu kan pada Catatan Atas Laporan Keu angan 
yang memu at hal-hal yang m empengaruhi pelaksanaan anggara n seperti 
k ebijakan fiscal dan moneter, sebab-sebab teIjadinya perbeda a n yang 
material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-da ftar yang 
m erinci lebih lanjut angka-angka yang d ianggap perlu untuk d ij ela skan; 

J. Akuntansi Anggaran tehnik pertanggungjawaba n dan pengendalian 
m a najemen yang digunakan u n tuk membantu pengelolaan pen dapatan, 
belanja , transfer dan pem hiayaan ; 

k. Akuntansi Pendapatan yang m en gatur dasa r-dasar perlaku a n akuntansi 
a tas pendapatan dan inform a si lainnya dalam rangka memen u hi tujuan 
in tegritas sesuai ketentuan peratu ran perun dang-u n dangan; 

1. Akuntansi Beban dan Belanja yang m enga tur dasar-dasa r perlakuan 

a kun tansi atas beban d a n belanja dan in formasi lain nya dalam rangka 
m em enuhi tuju an a kunta bilitas sesu a i ketentu an pera tu ran perundang­
u n dangan; 

m. A ntans i Transfer yang men gatur d a sar-dasar perla kuan akuntansi atas 
transfer dan informasi la innya dala m rangka m men uhi tujuan 

akuntabilitas sesuai ketentuan peraturan perunda n g-u n dangan; 

n . Akuntansi Pembiayaan yang menga tur dasar-dasar per akuan akuntansi 
atas pembiayaan dan informasi la innya d ala m rangka memenuhi tujuan 
akuntabilitas sesuai ketentuan p eraturan perun dang-undangan; 

o. Akuntansi Kas dan Setara Kas yang m engatur dasar-dasar perlakuan 
akuntansi atas Kas dan Setara Ka s dan informasi lainnya dalam rangka 
memenuhi tujuan akuntabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang­

undangan; 

p. Akuntansi Piutang yang mengatur dasar-dasar perlakuan akuntansi atas 
piutang dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan 
akuntabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 
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q. Akuntansi Persediaan yang mengatur dasar-dasar perlakuan akuntansi 
atas persediaan dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan 

akuntabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

r. Akuntansi Investasi yang mengatur dasar-dasar perlakuan akuntansi 
atas investasi dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan 
akuntabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

s. Akuntansi Aset Tetap yang mengatur dasar-dasar perlakuan akuntansi 
atas aset tetap dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan 

akuntabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

t. Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan yang mengatur dasar-dasar 
perlakuan akuntansi atas konstruksi dalam pengerjaan dan informasi 
lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

u. Akun ans i Dana Cadangan yang mengatur dasar-da sar perlakuan 
akuntansi atas dana cadangan dan informa si lainny d alam rangka 

m ernenuhi tujuan akuntabilitas sesuai ketentuan peraturan p rundang­
undangan; 

v. kuntansi Aset Lainnya yan g m engatur dasar-dasar perlakuan akuntansi 
a tas aset lainnya dan informasi lainnya dalam rangka memen uhi tujuan 
a kun tabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

w. Akuntansi Kewajiban yang men gatur dasar-dasar perlakua akuntansi 
atas kewaj iban dan informasi lain nya dalam rangka memenu i tujuan 

akuntabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

x. A tansi Kore ksi Kesalahan yang mengat r dasar-dasar perlakuan 
akuntansi atas koreksi kesalahan dan informas· ain ya dalam rangka 
m emenuhi tujuan a kuntabili tas sesua i ketentuan p ra u ran perundang­

u ndangan; 

y. Akuntansi Penyajian Kembali (Restate ment) Neraca yan g mengatur 
d a sar-dasar perlakuan akuntans i a ta s penyajian kembali (restatement) 
n eraca dan informasi lainnya dalam rangka m emen h i tujuan 
akuntabilitas sesuai ketentuan peraturan perunda ng- n da n gan; 

z. Akuntans i Bantuan Sosial yang menga tur dasar-da sar perlakuan 
akunta nsi atas ban tu an sosial dan informasi la innya dalam rangka 

memenuh i tuju an akuntabilitas sesuai ketentuan pera turan perundang­
undangan; 

aa.Akuntansi Hibah ya n g mengatur dasar-dasar perlakuan akuntansi atas 
hibah dan informasi lainnya dalam ra ngka memenuhi tujuan akuntabilitas 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 

bb. Laporan Keuangan Konsolidasi yang mengatur dasar-dasar penyusunan 
Laporan Keuangan Konsolidasi untuk entitas akuntansi yang meliputi 
SKPD dan PPKD dalam rangka menyajikan Laporan Keuangan PEmerintah 
Daerah untuk tujuan umum demi meningkatkan kualitas dan 
kelengkapan laporan keuangan. 

(2). Penjabaran danjatau rincian lebih lanjut mengenai Kebijakan Akuntansi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan 

Bupati ini. 
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BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 
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(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang 
mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh 
Bupati sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Tasikmalaya 

Nomor 43 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten 

Tasikmalaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasa14 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengun dangan Peraturan 

Bupati ini den gan pen em patannya da lam Berita Daerah Ka bupaten Ta s ikmalaya. 

Diunda n gka n d i Singaparna 
pada tanggal 30 Hei 201 4 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATENTASIKMALAYA, 

~D1R 
NIP. 19611217 198305 1 001 

Ditetapkan di Singaparna 
pada tanggal 30 H 2014 

t BUPATI TASIKMAL VA, 

~URUZI 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA 

TAHUN 2014 NOMOR 
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Penyqjian kembali EKUITAS xxx 

nilaibuku aktiva tidak Akumulasi Amortisasi xxx 
berwujud 

(untuk mencatat koreksi 

penyajian kembali 

menambah nilai 

akumulasi penyusutanJ 

Penyajian kembali nilai EKUITAS xxx 

utang jangka pendek Utang Bungajk pendek xxx 

(untuk mencatat koreksi 

penyajian kembali 

menambah nilai utang 

bunga jangka pendek) 

Penyajian kembali nilai EKUITAS xxx 

utang jangka panjang Utang Bunga jk panjang xxx 

(untuk mencatat koreksi 

penyajian kembali 

menambah nilai utang 

bunga jangka panjang) 

Penyajian kembali nilai EKUITAS DANA XXX 

Ekuitas EKUITAS XXX 

(un tuk mencatat koreksi 

penyajian kembali 

reklasifikasi ekuitas) 

t BUPATI TASIKMALAYA, 

~UU RUZHANUL 

221 
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